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PENETAPAN

Nomor : 1658/Pdt.P/2019/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata

pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas

permohonan yang diajukan oleh: 

 ETTY MELANI H., Surabaya, 10 Mei 1954, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,

Pekerjaan Swasta,  Alamat Jl.  Dharmahusada  No.70

RT011/RW005 Kel.Mojo Kec.Gubeng, Surabaya ;

                                  Selanjutnya disebut sebagai, ……………………  PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut: 

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon; 

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan; 

Telah meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ; 

Menimbang,  bahwa Pemohon dengan surat  permohonannya tertanggal   26

September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada

tanggal  30  September 2019,  dibawah  daftar  Nomor  :  1658/Pdt.P/2019/PN.Sby.,

mengajukan permohonan sebagai berikut: 

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Surabaya tanggal 10 Mei 1954 dengan nama ETTY

MELANI HARJATI sesuai dengan Petikan Akte Kelahiran yang diterbitkan Kantor

Catatan Sipil Surabaya Nomor 77/1956 tanggal 23 April 1956 dari pasangan suami

isteri sah Dokter Mas HARJONO dengan Raden Roro SRI RAHADJENG ;

2. Bahwa, nama Pemohon :

2.1 Dalam Akta Nikah nomor 980/3/XII/1978 yang diterbitkan tanggal 30 November

1978  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Wonokromo,  Kotamadya

Surabaya tertulis dan terbaca ETTY MELANI HARJANTI ;

2.2 Dalam Petikan Akte Kelahiran yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Surabaya

Nomor 4258/1980 tanggal 30 Juni 1980 atas nama DITTO HARNANDO anak

laki-laki  dari  suami  isteri  sah  Ir.  DUDUNG  PURWADI  dan  ETTY MELANI

HARYANTI ;
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2.3 Dalam Ijasah Dokter nomor seri : 0182-D, No. 0381 yang diterbitkan tanggal

25 Maret  1982 oleh  Universitas  Airlangga Fakultas  Kedokteran tertulis  dan

terbaca Ny. ETTY MELANI HARJANTI D. PURWADI ;

2.4 Dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 266/K yang diterbitkan tanggal  27

Nopember  1985  oleh  Kantor  Agraria  Kotamadya  Surabaya  terletak  di

Kelurahan  Mojo,  Kecamatan  Gubeng  tertulis  dan  terbaca  Nyonya  Dokter

ETTY MELANNY HARJANTI isteri dari  Insinyur Dudung Purwadi Meester

of Science ;

2.5 Dalam Sertifikat  Hak Guna Bangunan (SHGB)  Nomor 671 yang diterbitkan

tanggal  12  April  2010  oleh  Kantor  Pertanahan  Kota  Administrasi  Jakarta

Selatan terletak di  Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu tertulis

dan terbaca  Nyonya ETTY MELANI HARYANTI ;

2.6 Dalam Sertifikat  Hak Guna Bangunan (SHGB)  Nomor 495 yang diterbitkan

tanggal  02  May  2003  oleh  Kantor  Pertanahan  Kota  Surabaya  terletak  di

Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri tertulis dan terbaca  Nyonya ETTY

MELANI HARJANTI ;

2.7 Dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 843 yang diterbitkan tanggal 23 April

2010 oleh  Kantor  Pertanahan Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan terletak  di

Kelurahan Pela, Kecamatan Mampang Prapatan tertulis dan terbaca  Nyonya

ETTY MELANI HARYANTI ;

2.8 Dalam Kartu Identitas Pensiun (KARIP) nomor 14013994700 yang diterbitkan

tanggal    8 Desember 2014 oleh PT TASPEN Cabang Utama Surabaya tertulis

dan terbaca DR. ETTY MELANI HARJANTI D. PURWADI ;

2.9 Dalam Kartu Peserta Taspen nomor NIP 140139947 yang diterbitkan tanggal 8

April  1999 oleh PT. TASPEN Cabang Utama Surabaya tertulis  dan terbaca

ETTY MELANI HARJANTI D.P. DR ;

3. Bahwa, karena kurang telitinya Pemohon sehingga nama Pemohon yang tertulis

dalam  dokumen  Kartu  Tanda  Penduduk,  Akta  Kelahiran,  Kartu  Keluarga,  Akta

Nikah,  Ijasah  Dokter,  SHM,  SHGB,  KARIP,  Kartu  Peserta  Taspen  terdapat

perbedaan satu dengan lainnya ;

4. Bahwa,  karena  adanya  perbedaan  nama  tersebut  akan  membuat  Pemohon

mengalami kesulitan secara hukum untuk mengurus surat-surat yang diperlukan

dikemudian hari ;

5. Bahwa, agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan

nama yang tertulis pada dokumen atau surat-surat seperti yang tetera pada nomor

2  tersebut  diatas  maka  Pemohon  mengajukan  permohonan  persamaan  nama

untuk mengurus surat-surat yang akan diperlukan dikemudian hari ;
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6. Bahwa,  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  terhadap  nama-nama  tersebut

diatas merupakan orang yang sama, haruslah terlebih dahulu adanya Penetapan

dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

Menimbang,  bahwa  karena  alasan-alasan  tersebut  ,  Pemohon  memohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Negeri  Surabaya  untuk  berkenan  memberikan

Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PEMOHON ;
2. Menetapkan bahwa nama ETTY MELANI H yang tertera pada Kartu  Tanda

Penduduk;  nama ETTY MELANI HARJATI  yang tertera pada petikan Akte

Kelahiran;  nama ETTY MELANI HARJANTI yang tertera pada Akta Nikah;

nama ETTY MELANI HARYANTI yang tertera pada Petikan Akte Kelahiran

atas  nama  DITTO  HARNANDO;  Ny.  ETTY  MELANI  HARJANTI  D.

PURWADI  yang tertera  pada Ijasah Dokter;  nama Nyonya Dokter  ETTY

MELANNY  HARJANTI  isteri  dari  Insinyur  Dudung  Purwadi  Meester  of

Science yang tertera pada SHM nomor 266/K; nama Nyonya ETTY MELANI

HARYANTI yang tertera pada SHGB nomor 843 dan SHGB nomor 671;

nama Nyonya ETTY MELANI HARJANTI yang tertera pada SHGB nomor

495; nama DR. ETTY MELANI HARJANTI  D. PURWADI yang tertera pada

KARIP;  nama  ETTY  MELANI  HARJANTI  D.P.  DR.  tertera  pada  Kartu

Peserta Taspen adalah orang yang sama ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang

menghadap dipersidangan, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap

pada permohonannya tersebut diatas ; 

Menimbang,  bahwa  untuk  mendukung  permohonannya,  Pemohon

dipersidangan mengajukan bukti  surat-surat  berupa foto copy yang telah dibubuhi

materai  cukup  dan  diperlihatkan  aslinya,  ternyata  sesuai,  sehingga  mempunyai

kekuatan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai berikut: 

1. Foto copy Kartu Penduduk NIK. 3578085005540003, A.n. Pemohon, bukti P-1 ;
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2. Foto copy Kartu Keluarga No. 35780802010883030001, A.n. Dudung Purwadi,IR.

MSCE, tertanggal 18-10-2016, bukti P-2 ;

3. Foto copy Petikan Akta Kelahiran A.n. Pemohon No.77/1956, tertanggal 23 April

1956, bukti P-3 ;

4. Foto  copy  Kutipan  Akta  Nikah  No. 980/3/XII/1978,  tertanggal  30  Nopember

1978, bukti P-4 ;

5. Foto copy Petikan Akte Kelahiran No.4258/1980,  atas nama Ditto Harnando,

tertanggal 30 Juni 1980, bukti P-5 ;

6. Foto copy  Ijasah Dokter  nomor seri  :  0182-D, No. 0381 yang diterbitkan

tanggal  25 Maret  1982 oleh Universitas  Airlangga Fakultas  Kedokteran,

bukti P-6 ;

7. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 266/K yang diterbitkan tanggal

27 Nopember 1985 oleh Kantor Agraria Kotamadya Surabaya, bukti P-7 ;

8. Foto  copy  Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  (SHGB)  Nomor  671  yang

diterbitkan tanggal 12 April 2010 oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi

Jakarta Selatan, bukti P-8 ;

9. Foto  copy  Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  (SHGB)  Nomor  495  yang

diterbitkan tanggal 02 May 2003 oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya,

bukti P-9 ;

10.Foto copy  Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 843 yang diterbitkan tanggal

23 April 2010 oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan,

bukti P-10 ;

11.  Foto  copy  Kartu  Identitas  Pensiun  (KARIP)  nomor  14013994700  yang

diterbitkan tanggal    8 Desember 2014 oleh PT TASPEN Cabang Utama

Surabaya, bukti P-11 ;
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12.Foto copy  Kartu Peserta Taspen nomor NIP 140139947 yang diterbitkan

tanggal  8 April  1999 oleh PT.  TASPEN Cabang Utama Surabaya,  bukti

P-12 ;

Menimbang,  bahwa  selain  mengajukan  bukti  surat-surat,  Pemohon  juga

mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama : 1. Sumitro  Riyanto,  ST  2.   Hari

Waluyo,Drs.  MM.,  yang  didengar  keterangannya  dipersidangan  dibawah  sumpah,

pada pokoknya keduanya memberikan keterangan yang sama, sebagai berikut; 

Saksi 1. SUMITRO RIYANTO, ST  ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mantan anak buah Pemohon; 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama ;

- Bahwa saksi dihadirkan ke Pengadilan karena untuk menjadi saksi Pemohon

dalam  mengajukan  permohonan  persamaan  nama  karena  namanya  yang

berbeda  ;

- Bahwa pada KTP dan Kartu Keluarga nama  Pemohon tertulis ETTY MELANI

H., sedangkan pada pada petikan Akte Kelahiran nama Pemohon tertulis ETTY

MELANI HARJATI;  pada Akta Nikah tertulis  ETTY MELANI HARJANTI; pada

Petikan Akte Kelahiran atas nama DITTO HARNANDO tertulis  ETTY MELANI

HARYANTI; pada  Ijasah  Dokter tertulis  Ny.  ETTY  MELANI  HARJANTI  D.

PURWADI; pada SHM nomor 266/K tertulis Nyonya Dokter ETTY MELANNY

HARJANTI isteri dari Insinyur Dudung Purwadi Meester of Science; pada SHGB

nomor 843 dan SHGB nomor 671 tertulis  Nyonya ETTY MELANI HARYANTI;

pada SHGB nomor 495 tertulis Nyonya ETTY MELANI HARJANTI; pada KARIP

tertulis  DR.  ETTY  MELANI  HARJANTI D.  PURWADI;  pada  Kartu  Peserta

Taspen tertulis ETTY MELANI HARJANTI D.P. DR. ;

- Bahwa nama Pemohon ETTY MELANI H., ETTY MELANI HARJATI,  ETTY

MELANI HARJANTI, ETTY MELANI HARYANTI, Ny. ETTY MELANI HARJANTI

D.  PURWADI, Nyonya  Dokter  ETTY  MELANNY  HARJANTI,  Nyonya  ETTY

MELANI HARYANTI,  Nyonya ETTY MELANI HARJANTI,  DR. ETTY MELANI
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HARJANTI D. PURWADI dan ETTY MELANI HARJANTI D.P. DR adalah nama

yang sama satu orang yang sama yaitu nama Pemohon ; 

- Bahwa  Pemohon  mengajukan  persamaan  nama  agar  tidak  mengalami

kesulitan dalam urusan surat menyurat dikemudian hari ; 

Saksi 2. HARI WALUYO,DRS. MM ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah teman Pemohon; 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama ;

- Bahwa saksi dihadirkan ke Pengadilan karena untuk menjadi saksi Pemohon

dalam  mengajukan  permohonan  persamaan  nama  karena  namanya  yang

berbeda  ;

- Bahwa pada KTP dan Kartu Keluarga nama  Pemohon tertulis ETTY MELANI

H., sedangkan pada pada petikan Akte Kelahiran nama Pemohon tertulis ETTY

MELANI HARJATI;  pada Akta Nikah tertulis  ETTY MELANI HARJANTI; pada

Petikan Akte Kelahiran atas nama DITTO HARNANDO tertulis  ETTY MELANI

HARYANTI; pada  Ijasah  Dokter tertulis  Ny.  ETTY  MELANI  HARJANTI  D.

PURWADI; pada SHM nomor 266/K tertulis Nyonya Dokter ETTY MELANNY

HARJANTI isteri dari Insinyur Dudung Purwadi Meester of Science; pada SHGB

nomor 843 dan SHGB nomor 671 tertulis  Nyonya ETTY MELANI HARYANTI;

pada SHGB nomor 495 tertulis Nyonya ETTY MELANI HARJANTI; pada KARIP

tertulis  DR.  ETTY  MELANI  HARJANTI D.  PURWADI;  pada  Kartu  Peserta

Taspen tertulis ETTY MELANI HARJANTI D.P. DR. ;

- Bahwa nama Pemohon ETTY MELANI H., ETTY MELANI HARJATI,  ETTY

MELANI HARJANTI, ETTY MELANI HARYANTI, Ny. ETTY MELANI HARJANTI

D.  PURWADI, Nyonya  Dokter  ETTY  MELANNY  HARJANTI,  Nyonya  ETTY

MELANI HARYANTI,  Nyonya ETTY MELANI HARJANTI,  DR. ETTY MELANI

HARJANTI D. PURWADI dan ETTY MELANI HARJANTI D.P. DR adalah nama

yang sama satu orang yang sama yaitu nama Pemohon ; 
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- Bahwa  Pemohon  mengajukan  persamaan  nama  agar  tidak  mengalami

kesulitan dalam urusan surat menyurat dikemudian hari ; 

Atas pertanyaan Hakim,  Kuasa  Pemohon menyatakan bahwa keterangan 2

(dua) orang saksi tersebut benar semua ; 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada intinya

adalah bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan persamaan namanya yang

berbeda – beda yaitu ETTY MELANI H., ETTY MELANI HARJATI,  ETTY MELANI

HARJANTI, ETTY MELANI HARYANTI, Ny. ETTY MELANI HARJANTI D. PURWADI,

Nyonya  Dokter  ETTY MELANNY HARJANTI,  Nyonya  ETTY MELANI  HARYANTI,

Nyonya ETTY MELANI HARJANTI, DR. ETTY MELANI HARJANTI D. PURWADI dan

ETTY MELANI HARJANTI D.P. DR, sebagaimana tersebut diatas adalah nama yang

sama / nama satu orang yang sama yaitu nama PEMOHON ; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Pemohon  dihubungkan

dengan bukti surat-surat dan yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan dan 2 (dua)

orang   saksi   yang   masing-masing  bernama  1. Sumitro  Riyanto,  ST  2.   Hari

Waluyo,Drs. MM.,  Hakim berpendapat telah terdapat kesesuaian antara satu dan

lainnya  yang   menunjukkan  benar  fakta-fakta  hukum  sebagaimana  diuraikan

Pemohon dalam surat permohonannya ; 

Menimbang, bahwa Pasal 29 ayat (1) Reglemen Catatan Sipil  Stbl. 1933

No. 75 yo. Stbl. 1936 No. 607,  menyebutkan :  Apabila  tidak  pernah  ada daftar atau

ada  daftar  hilang,  dipalsukan,  dirubah,  dirobekkan,  dirusakkan,  dihilangkan  atau

dicatatkan ataupun kalau ada akta yang hilang dari daftarnya atau kalau ada akta

yang sudah dituliskan itu terdapat kekeliruan, kelupaan dan kerusakkan lain, maka

hal itu menjadi alasan untuk melengkapkan atau memperbaiki daftar itu; 

Menimbang,  bahwa  maksud  Pemohon  untuk  diberikan  penetapan

menyamakan namanya yang berbeda – beda yaitu ETTY MELANI H., ETTY MELANI

HARJATI, ETTY MELANI HARJANTI, ETTY MELANI HARYANTI, Ny. ETTY MELANI

HARJANTI  D.  PURWADI, Nyonya  Dokter  ETTY  MELANNY  HARJANTI,  Nyonya

Halaman  7   Penetapan No. 1658/Pdt.P/2019/PN. Sby.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ETTY MELANI HARYANTI,  Nyonya ETTY MELANI HARJANTI,  DR. ETTY MELANI

HARJANTI D. PURWADI dan ETTY MELANI HARJANTI D.P. DR,  tidak bertentangan

dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dapatlah dikabulkan ; 

Menimbang,  bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon,  maka

biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon; 

Memperhatikan,  pasal-pasal  dalam  peraturan  perundangan  yang

berlaku dan yang bersangkutan; 

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa nama ETTY MELANI H yang tertera pada Kartu  Tanda

Penduduk;   nama ETTY MELANI  HARJATI  yang tertera  pada  petikan Akte

Kelahiran;   nama  ETTY MELANI  HARJANTI  yang  tertera  pada  Akta  Nikah;

nama ETTY MELANI HARYANTI yang tertera pada Petikan Akte Kelahiran  atas

nama DITTO HARNANDO; Ny. ETTY MELANI HARJANTI D. PURWADI yang

tertera pada Ijasah Dokter; nama Nyonya Dokter ETTY MELANNY HARJANTI

isteri dari Insinyur Dudung Purwadi Meester of Science yang tertera pada SHM

nomor  266/K;  nama  Nyonya  ETTY  MELANI  HARYANTI  yang  tertera  pada

SHGB  nomor  843  dan  SHGB  nomor  671;   nama  Nyonya  ETTY  MELANI

HARJANTI  yang  tertera  pada  SHGB nomor  495;  nama  DR.  ETTY MELANI

HARJANTI   D.  PURWADI  yang  tertera  pada  KARIP;  nama  ETTY MELANI

HARJANTI  D.P.  DR.  tertera  pada  Kartu  Peserta  Taspen  adalah  orang  yang

sama ;

3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; 

Demikianlah ditetapkan pada hari  Selasa, tanggal :  22 Oktober 2019, oleh :

MAXI SIGARLAKI, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

di atas, didampingi oleh : HARYONO, SH. M.Hum, Panitera Pengganti Pengadilan

Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.
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       PANITERA PENGGANTI,            H A K I M,

       HARYONO, SH.M.Hum       MAXI SIGARLAKI, SH.,MH

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp.    30.000,-

2. Biaya Proses A.T.K Rp.    60.000,-

3. Panggilan Rp.  150.000,-   

4. PNBP Rp.    10.000,-

5. Meterai     Rp.    10.000,-

6. Redaksi      Rp.      5.000,-

J u m l a h           Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
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